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Nama Madrasah RAUDHATUL ATHFAL DARUL FALAH i SN

sl - KP. SUKATANI DS WANASALAM 554

Desa/Kelurahan - WANASALAM ‘ [

Kecamatan - WANASALAM 7

Kabupaten/Kota - KABUPATEN LEBAK

Provinsi " BANTEN

Penyelenggara Madrasah © YAYASAN CAHAYA IMAN
\kle Nolaris Penyelenggara : NO, 81 JOHN HERI AZMI,S.H
Fmpuhan Akte Notaris : tzﬂo%gc-ess@.m'r.oam TH. 2005 TANGGAL 19 SEPTEMBER

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):
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RAUDHATUL ATHFAL DARUL FALAH KABUPATI I &

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ES/

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMIENTILRIAN AGAMA PROYVITGI

y a1 akees pendidikan
bahwa dalam rangka meningkatkan akees p '

mernneriyv..ar

Menimbang : a

madrasah Yang bermutu, perlu Gy

kesempatan masyarakat melalul organisasi .Uf:rfm’m’r'

hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesusi
dengan standar nasional pendidikan;

b. bahwa madrasah yang tercantum di bawah ini telar

administratif, " teknis, dan

memenuhi  persyaratan
kelayakan yang telah ditetapkan;
sebagaimana

(o bahwa berdasarkan p(;rt;irnbany)an
diatas, perlu

dimaksud pada huruf a dan b
menctapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Kementerian  Agama  Provinsi Janten  tentang
Pemberian Izin Operasional Pendirian Raudhatul Athfsl
DARUL FALAH Kabupaten Lebak.

: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistern
Pendidikan ~ Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Mengingat

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
sebagaimana  telah  diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang  Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2013 nomor 71,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5410);
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1 Tahun 2008 Nomor 91,1 thahan Lembaran
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Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang,
Guru (Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun
2008 Nommor 194, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 494 1);

/. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24
Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk
Sekolah  Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah
Menengah  Pertama/Madrasah  Tsanawiyah, dan
Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15
Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal
Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana
telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan
Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012
tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan
Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31
Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas
Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama [slam pada
Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 684);

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012
tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vcrtikgl
Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 851);
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0, Menyampaikan laporan  perkembangan  Mas
kepndn Kepnln Karitor Kementerian Agarr
Kabupaten Lebak yang memuat  paling  sedivi
perkembangan jumlah  peserta didik, pelarksanaan
kurikulum, pelakasanaan pemenuhan standar sarana
prasarana, dan  pelaksanann  pemenuhan standar
pendidik dan tenaga kependidikean, dan/atau

b, Mengajukan pendaftaran visitas akreditasi
sekolah/madrasah  kepada BAP-S8/M sesual
ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam hal perkembangan madrasah  sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai
memenuhi  pelayanan  minimal  penyelenggaraan
pendidikan dan/atau  hasil akreditasi  sebagaimana
dimaksud Diktum KEDUA huruf b mendapat peringkat
minimal €, maka izin operasional sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berlaku.

Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA Huruf a dinilai
memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan
pendidikan  dan/atau  hasil akreditasi sebagaimana
dimaksud Diktum KEDUA huruf b tidak mendapat
peringkat  minimal C, maka izin operasional
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicabut.
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BReLA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang

pada tanggal 11 Oktober 2016
: NTOR WIL/\YAI—@MENTERIAN AGAMA
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KABUPATEN LEBAK 'L ATHI :

'DENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN 1ZIN OPERASIONAL

1 Nama Madrasah

\ RA. DARUL FALAH

o) Nomor Statistik Madrasah

i101236020164

3 | Alamat Madrasah Kp. Sukawangi

Desa / Kelurahan Wanasalam
Kecamatan Wanasalam
Kabupaten Lebak

Provinsi Banten

4 | Nama Organisasi Penyelenggara | YAYASAN CAHAVYA IMAN

o | Akte Notaris

Organisasi | No. 81 JOHN HERI AZMI, S.H \
Penyelenggara

6 | Pengesahan Akte Notaris | No. C-560.HT.03.01.TH 2005
Organisasi Penyelenggara Tanggal 19 September 2005 \

KEPALA KANTOR WILAYAV{KFMENTERIAN AGAMA
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